
BUPATI BALANGAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN INVENTARISASI
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang . o-.

C.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat
(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah, dimana pengelola dan pengguna
melaksanakan Inventarisasi barang milik daerah
setiap 5 (1ima) tahun sekali untuk menyusun Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta
rekapitulasi barang milik pemerintah daerah;

bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan
Inventarisasi barang milik daerah, perlu disusun
pedoman pelaksanaan Inventarisasi barang milik
daerah sebagai pegangan bagi pelaksana
Inventarisasi barang milik daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang
Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a265\;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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Menetapkan :

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8afl;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Ind,onesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Rebuplik Indonesia Nomor a855);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1

Tahun 2O1O tentang Pedoman tentang Pengelolaan
Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Balangan;

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelen ggar a pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Balangan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

barang milik daerah.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kabupaten
Balangan, selaku pengelola barang.

5. pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola Barang
adal-ah Pejabat y..rg berwenang dan bertanggung jawab melakukan
koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu
pengelola earang adalah Pejabat yang membantu Pengelola Barang untuk
*.ilkoordinir pengelolaan barang milik daerah yang ada pada seluruh

Satuan Kerja Perangkat Daerah.
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7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna barang.

8. pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut pengguna barang
aaatafr pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah
yang ada dalam Penguasaannya.

g. Kuasa pengguna barang milik daerah selanjutnya disebut kuasa
pengguna barang adaiah kepala sub unit kerja atau pejabat yang

aitgnlut oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah
yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya'

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Unit
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

1 1. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
program selaku kuasa pengguna barang.

l2.Ti-61- Inventarisasi barang daerah adalah tim Inventarisasi barang daerah
pemerintah Kabupaten Balangan yang terdiri dari unsur-unsur SKPD dan
di bentuk oleh BuPati Balangan.

13. Petugas Pelaksanaan Inventarisasi Barang adalah Petugas yang

melaksanakan Inventarisasi Barang dalam Unit Kerja masing-masing.

14.Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

bebanlnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya
yang sah.

15. pengurus barang milik daerah selanjutnya disebut pengurus barang

adaLh pegawai ]rng diserahi tugas untuk mengurus barang daerah

dalam pro"e* pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat
daerah atau unit kerja.

16. Barang Inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah
daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan memerlukan
biaya pemeliharaan.

l7.Daftar barang milik daerah yang selanjutnya disingkat DBMD atau
dengan sebutan Buku Induk Inventaris adaiah daftar barang yang

memuat seluruh barang milik daerah.

18. Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP atau
dengan sebuian Buku Inventaris pengguna barang adalah daftar yang

memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing
pengguna barang.

19. Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnya disingkat DBKP atau

dengan sebutan buku inventaris kuasa pengguna barang adalah daftar
yang memuat data barang milik daerah yang digunakan oleh masing-

masing kuasa Pengguna barang.

20. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan
perhitungan, pengurusan, penyelen ggaraarL pengaturan, pencatatan data

ian pelaporan barang mitik daerah dalam unit pemakaian.

21. Kartu Inventaris Barang, yang dapat disingkat KIB adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau

kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type,

nilaii harga dan data lain mengenai barang tersebut, yar,g diperlukan
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untuk inventarisasi maupun tujuan lain yang dipergunakan selama

barang itu belum dihaPuskan.

22.Kartu Inventaris Ruangan, yang dapat disingkat KIR adalah kartu untuk
mencatat barang-barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.

23. Inventarisasi Barang Milik Daerah adalah suatu kegiatan untuk
mendapatkan data barang yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan
serta akurat.

24. Kodefikasi adalah pemberian pengkodean barang pada setiap barang
inventaris milik Pemerintah daerah yang menyatakan kode lokasi dan
kode barang.

25. Kode lokasi adalah kode yang menggambarkanl menjelaskan status
kepemilikan barang, Provinsi, Kabupaten, Kota, bidang, SKPD dan unit
kerja serta tahun pembelian barang.

26.Kod.e barang adalah kode yang menggambarkan kode golongan, kode
bidang, kode kelompok, kode sub kelompok dan kode sub-sub kelompok
barang milik daerah.

27. Nomor register adalah nomor urut pencatatan dari setiap barang
inventaris.

2S.Laporan Barang Pengguna Semesteran selanjutnya disingkat LBPS

adatafr laporan semester barang milik daerah yang dikuasai dan

digunakan oleh pengguna barang meliputi laporan bertambah dan/atau
berkurang kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang.

2g.Laporan Barang Pengguna Tahunan selanjutnya disingkat LPBT adalah
laporan tahunan barang milik daerah yang dikuasai dan digunakan oleh
p.rrgg.rt " barang meliputi laporan bertambah dan berkurang kepada
Kepala Daerah melalui pengelola barang'

BAB II
BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

(1) Barang milik daerah meliPuti:

d. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah'

(21 Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

C. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perlrndang-
undangan; atau

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetaP.
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BAB III
ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa
p".rggu.rt barang, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai
fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

b. azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;

c. azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
informasi yang benar;

d. azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar
kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;

e. azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah
harus dapat dipertanggungj awabkan kepada rakyat;

f. azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah
serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Inventarisasi barang mitik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dilakukan untuk mendapatkan data barang yang benar dan dapat
dipertanggungj awabkan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 5

Inventarisasi barang milik daerah dilaksanakan dengan maksud dan tujuan:

a. memperoleh data jumlah barang milik Pemerintah Kabupaten Balangan,

barang milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan barang milik
Pemerintah;

b. memberikan informasi yang tepat bagi perencanaan, penentuan
kebutuhan, penganggaran) pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran,
pemelihar^ui, p"rrgf,u.prsan, pengendalian, pemberdayaan I pemanfaatan

dan pengamanan;

c. mengetahui secara pasti status kepemilikan dan penggunaan barang milik
daerah.



BAB V

OBYEK INVENTARISASI BARANG

Pasal 6

(1) Obyek Inventarisasi barang adalah seluruh barang yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah sampai dengan posisi per 31

Desember, yang terdiri dari :

a. barang milik Pemerintah Kabupaten Balangan yang berada pada SKPD
yang merupakan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;

b. barang milik Provinsi Kalimantan Selatan yang berada dan/atau
digunakan oleh SKPD/unit kerja Pemerintah Kabupaten Balangan; dan

c. barang Milik Kementerianf Lernbaga yang berada dan digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Balangan.

(2) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
p"rrg.d.rn, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB IV
PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG DAERAH

Pasal 7

Inventarisasi barang milik Daerah dilaksanakan oleh tim inventarisasi
barang Daerah, yang terdiri dari unsur pengelola, pembantu pengelola,

eengguna Barang dan pengurus barang atau petugas yang ditunjuk pada

setiap SKPD.

Pasal 8

pelaksanaan kegiatan inventarisasi barang Daerah, diiakukan dalam 2 (dua)

tahap kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:

a. pembentukan tim inventarisasi barang daerah;

b. penataran petugas pelaksanaan inventarisasi barang;

c. menyediakan formulir penatausahaan barang milik daerah yang

dibutuhkan serta peralatan yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan;

a. penyampaian formulir dan bahan sampai unit kerja terendah;

b. melaksanakan inventarisasi barang daerah yang masing-masing di
SKPD/wilayah dengan mengisi BI, KIB dan KIR;

c. mengawasi dan mengevaluasi hasil Inventarisasi barang dalam
SKPD / wilayah masing-masing;

d. membuat buku induk inventaris barang milik Daerah;

e. pembuatan daftar rekapitulasi hasil inventarisasi barang Daerah oleh

SKPD/unit kerja;
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f. penyelesaian hasil inventarisasi barang miiik daerah dengan
rt".ryt*paikan buku inventaris oleh unit kerja terendah kepada
atasan;

g. melaporkan hasil inventarisasi barang Daerah kepada Bupati,
Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII
KELOMPOK BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

Barang milik daerah dikelompokkan ke dalam 6 (enam) kelompok yaitu:

1. tanah yang terbagi ke dalam sub kelompok tanah perkampungan, tanah
pertanian, tanah perkebunan, kebun campllran, hutan, tanah kolam
ik".r, danau/ rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan
padang rumput, tanah penggunaan lain, tanah bangunan dan tanah
pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain sejenisnya.

2. peralatan dan mesin, terbagi ke dalam sub kelompok:

a. alat-aiat besar, terdiri dari alat-alat besar darat, alat-alat besar apung,
alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya;

b. alat-alat angkutan, terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat
angkutan darat tak bermotor, alat angkut apung bermotor, alat

".t[krt apung tak bermotor, alat angkut bermotor udara, dan lain-
lainnya sejenisnYa;

c. alat-alat bengkel dan alat ukur, terdiri dari alat bengkel bermotor,
alat bengkel tak bermotor, dan lain-lain sejenisnya;

d. alat-alat pertanian/peternakan, terdiri dari alat pengolahan tanah dan
tanaman, alat pemeliharaan tanaman/pasca penyimpanan dan lain-
lain sejenisnya;

e. alat-alat kantor dan rumah tangga, terdiri dari alat kantor, alat rumah
tangga, dan lain-lain sejenisnYa;

f. aiat studio dan alat komunikasi, terdiri dari alat studio, alat
komunikasi dan lain-lain sejenisnya;

g. alat-alat kedokteran, terdiri dari alat kedokteran seperti alat
kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran keiuarga
berencan a, alat kedokteran mata, alat kedokteran THT, alat rontgen,
alat farmasi, dan lain-lain sejenisnya;

h. alat-alat laboratorium, terdiri dari unit alat laboratorium, alat
peragalpraktek sekolah dan lain-lain sejenisnya; dan

i. alat-alat keamanan, terdiri dari senjata api, persenjatan non senjata

api, amunisi, senjata sinar dan lain-lain sejenisnya'

3. gedung dan bangunan, teridiri dari :

a. bangunan gedung, meliputi bangunan gedung tempat kerja, bangunan
gedrlng, bangunan instalansi, bangunan gedung tempat ibadah, rumah
iempat tinggal dan gedung lainnya yang sejenis; dan

b. bangunan monumen, meliputi candi, monumen alam, monumen
sejarah, tugu peringatan dan lain-lain sejenisnya'

4. jalan, irigS.si dan jaringan, terdiri dari:
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5.

a. jalan dan jembatan, meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain
jenisnya;

b. bangunan air/irigasi, meliputi bangunan air irigasi, bangunan air
pasang,bangunan air pengembangan rawa dan polde, bangunan air
pengaman surya dan penanggul, bangunan air minum, bangunan air
kotor dan bangunan air lain yang sejenis;

c. instalasi, meliputi instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi
pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi
p"1n-br;rgkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya; dan

d. jaringan, meliputi jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain
sejenisnya.

aset tetap lainnya, terdiri dari:

a. buku dan perpustakaan, meliputi buku seperti buku umum filsafah,
agama, ilmu sosial, ilmu bahasa, matematika dan pengetahuan alam,
ilmu pengetahuan praktis. arsitektur, kesenian, olah raga geografi,

biografi,sejarah dan lain-lain sejenisnya;

b. barang bercorak kesenian/kebudayaan, meliputi barang bercorak
kesenLn, kebudayan seperti pahatan, lukisan alat-alat kesenian, alat
olah raga, tanda penghargaan, dan lain-lain sejenisnya; dan

c. hewan/ternak dan tumbuhan, meliputi hewan seperti binatang ternak,
binatang unggas, binatang melata, binatang ikan, hewan kebun
binatan[ dan lain-lain sejenisnya, dan tumbuhan-tumbuhan seperti
pohon jati, pohon mahoni, pohon kenari, pohon asem dan lain-lain
sejenisnya termasuk pohon ayomanf pelindung.

kontruksi dalam Pengerjaan

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG DAERAH

Pasal 1O

pelaksanaan Inventarisasi barang daerah terdiri dari Kartu Inventaris
Barang, Buku Inventaris, dan Kartu Inventaris Ruangan'

Buku inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah buku yang

memuat daftar barang inventaris yang berada dan dalam penguasaan

pengguna barang yr.rg terdiri dari Buku Inventaris Pemerintah

kadu"paten Balan[an, BJku Inventaris Provinsi Kalimantan Selatan, dan

Buku Inventaris Pemerintah.

Kartu Inventaris Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

kartu untuk mencatat barang inventaris yang berisi data asal, volume,

kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang
teriebut, yang dipeiiukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan

dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan'

Kartu Inventaris Ruangan adalah kartu untuk mencatat barang- barang

inventaris yang ada daiam ruangan kerja.

Kartu Inventaris Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri
dari:

6.

(1)

(2)

(3)

(4)
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a. kartu inventaris barang (tanah);

b. kartu inventaris barang (mesin dan peralatan);

c. kartu inventaris barang (gedung dan bangunan);

d. kartu inventaris barang fialan, irigasi dan jaringan);

e. kartu inventaris barang (aset tetap lainnya); dan

f. kartu inventaris konstruksi dalam pengerjaan.

(6) Formulir Inventaris Barang adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1) Kuasa pengguna barang mengisi formulir inventarisasi barang daerah
sebagaimu"rr. ai*rksud dalam Pasal 10, untuk selanjutnya disampaikan
kepada pengguna barang.

(2) pengguna barang pada pengguna barang mengisi formulir Inventarisasi
bariig daerah 

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, untuk
selanjutnya disampaikan kepada pengeiola barang termasuk barang
yang berada dalam kuasa pengguna barang.

(3) pembantu pengelola barang merekapitulasi laporan yang berasal dari
pengguna barang.

(4) Hasil rekapitulasi pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dilapoik., kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada

Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya pelaksanaan

Inventarisasi barang daerah'
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin

, pada tanggal 18 SePtember 2013

d sureu BALANoAN,/fu
\ :,
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Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 September 2013

I Kasupet-/
RAH i

NGAN,{
SEKRET

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2073 NOMOR 13

, . i,,i:i ,, i. .l,i

rb t\:



z
M

m
a
&

oz
rd
r

o
N

5HNO

"6iil
t <E F98fl Etr#H ZOMCi H

ESo qXH= E

EEfr UEE? EzYo A

EEEE 
11

EEEE

&

d
o.

1
m

;
z
il(*
a>
E,V<FFz
kl

z
3
l-
il,

X

z

z
s

A
z

:Z:{
e2b_<
-l
xstZ!( r'ral<k
<Jolorn<

a

ozl
fil r-r

4 l-.1

O. LIU
D o.v
E t"
Y, aZ

tu
z

o
x

o

6
o
H

o
c

H

o
6l

(d

tr q,l

d':{?yn5
o

t)

6
E +

(!
b0l{
d

(l)
ri

c6,oo<!]
N

hod
b0dsicloEI

t{

Cd

Ei
6
F
o
a
(,

a

+J
(6

,14

oa

lr
o
E
o2

o

cl
bI
bl

C6

F

o

J1
d c0

rn
o
o
5l

}H
cdE
ES
l.I <

F

H
dtrd,E*$FE
tr

\o

$o{E |r)

H
o
E
oz

ri
c)
il

$

UI
E
d
q,

tr
o
E,
o
M

(r)

bs
Hd6Trrd
-3'e.eg
gil

N

oz
oz



z
M

tr
a
&
Dr\
z
u.l
o.

c)

o
c\

o
a
il
F
2
EI

2

a
frlt
il
tr

=frl
FI

M

lr
6
0-

m

6-
E
-zloAlzdt
fl>l<zt
m<l
mol

4?lgEI
fifl
>dt

=Bl
Fu
M

.,2
:<

ZZb.<

omF.z
ai
Jlr<D0.ord<

Z

Z
'l

t
rz

kl
F
r
D/.\hE<:4YU)

o;
z

J

o

€



cn

z
x
m
a
u

zr
tu

0.
z

b0

5
0.

Cd

d

o

o

€
o

m
N

q
I

o
e.l

m o

6

E!(

-l------r------r--

'cd ,oa<5
rl)

Z-E-
$

;J (E

al-
co

o-dN
3E

8s
:(UO r\

!

tr
oz
t
hl
b/

E
F

O

]4
a!
ii
(d

o

cd

d

o6-
iEg @

aa
]{P
jl br

ocd
Yc0

flC^t
T. ,a

f.-

(!

bo.E:P(d
CQF

\o

rHc0o:d

!ddimtl

ro

!
o
E

z

bo
oil

<.

0!
rfcd
V(g'-co

cO

\b!
bod
cd

dmpd
o;
L6
PZ

ct -r

z!

v

bil
FIx
il
tr
Ea
A

O
:llt
V'zt
-<l
231<ulilzl<<t
mmt
azl
E ^<l< L.rl
F r\l
1>lEl lt>ll
=HtDolA

v

a
v
o

z
oz
'l
m

z
ftl
k
a.

m

V

n [r]

go
r, I<

iz:<
=zb-<

6c0
u7,al.
a50.mri<VV q

, #



0.
z

z
M

t0
a

z
frl
0.

ct
o
N

tr
b0

!
d
0.

a
a
il
Fzo
2

b
g,
frl
X
il
tr
E
frt
Fl

:l

it

o
i=s3*z
>,4(l-r

Xv1l
a-zl
Madlf6{laE'
Z4
liilr
td

zo<r9D<-\Jo<0.m

<r-is
O--rnXvl+

)4

z
oz
I

T

a
rnc
k^3o- ,-.1i^ frl
MUe:<o

A
z

o
N

o
da
(d

0.)

a
cd

:l

a

o

M
o

Eq @

c0 tr-

604
LO

cdPaa $

!_cOrivi:
.cg

or<z'
ad
5d

a?
C\

o

o
tJ

ti

oz
i

d
b!
b0

Cd

F

:--I 
I

t'6
*]iqo o\

oll

s3 @ I
!^
€>
l-

r'-

6H'3 .,,

r

\o

o
Ji
L
P

o
SI

rO

tr
o

z

lio
a
b!
od

qc
Edok
:ld'm

cO

b.:

tr .r{
d .iic0*
oX
o,y

\A

N

Al E s

l

*.:;==*e



ED

o(\

z
il,

m
a
;)
D

z
EI
0.

&
z

bo

L
Cd

0.

o
o
g
F
2
ta

z

arix
il
tr
E
H
Fi

rn

m
g
o<:>iz
*3mea<
-. t-
0t l_i
SH2td f=l

z2
;
F
M

V

A
z

:z.i<
Zz5<xa
EmYZab)
l?;fld>
frl mv<

z

z
-]

T

a

9ado!i^ tn
tr-!
gcDM

O r{
N

(!
a
d

C)

a
(n

E

a

o

m
M

o
N

m
V

o
ri

m 6

_. b0

F

(s

dM ro

-i:;
-LU=;" h

s

ilv=)= o
(E()d
(,v o

0-

o

(U

r)

N

(! ry

F5
\tr
sF5tUF

ciL

-q" r{

fi,,:
o

tl lu

a,
mg
b)0\
dc6
(tr!
mO*a

o
M

d

6r
o\

co

q
o
o
o-

6

-:
Aa<d D.

(E
cB

?

o
L
{)
A

c0

o

oop.
a

ro

d

9ClJd-)o
tu

ro

L

oz

C,)

a
o
d

t

hoOC
96
Otr
?t (6-c0

o

box

a
_b

N't

HEz

N Fl
E
F,

z!

--:=*



c)

o
N

(,
Z
x
c0

a
M

oz
rd
o. frl

oz
H
fr{\f

s
2
o
z
Fl

n
h
A
tr

0.
z

u0

li
cd
0.

_€-#-
Ha

a
o
&
t2a
2

b
&
fEl

il
tr
E
frl
Ft

z
t
M
ri
z
lrl
0.

s
n
a
D
MFz
v

fJ.

m

Y
z

k
m
a
v,
Fz
hl

z
Dt-
M

V

tu
z

:Z
Fd
*Z5{><LJm
gz
A fr)

L<k?R
6ovg

z

z
!

T

z
Hil,
dor'
'1 ^ k)/*';
mtlA)<oV(,M

a) LD

0.-v u.odlid
zx5ii_o

sf

tr
(,d

-.oa\<fl

eo

c'd:Y
oti dz*?

CI

A-C5d
a?

i t.-
^AFd(Ubo-Y a.itr 5G<
-6C0F-<H

o

E

fd
o

!

L
o
E
oz

01

cd
b0
u0

6F

@

o
d

tr\Avi
!
O

r.-

$ c'r33

aa

]j bo

vo

o(d
MF

LD

(d
liv

LF
0)

c0

<-

EA
50.
h0 r,

fi3
co

hsCH
cd i:li cd

co*aE
1z

N s
=

z!

--,*---=::-


